
 

 

 

 
 
 

 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

 NOMOR 16 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG 

STANDAR BELANJA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

Menimbang : a. untuk keseragaman belanja serta menghindari in-efesiensi 
dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021, maka 

terhadap Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 Tentang 
Standar Belanja Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan 

penyesuaian; 
  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana 
tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 
900/BPKAD/2021/85 tanggal 8 Maret 2021, maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti 
Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Umum di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 
Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004  Nomor  5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pembendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 



 

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); 
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;  
 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 
tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik 
indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara 

republik indonesia nomor 5679); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di 

ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri  Nomor  80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Dilingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan 
Meranti sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kepualauan Meranti Nomor 3 

tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kepualauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti Tahun 2019 Nomor 3); 

 



 

 

13. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 131.14-361  Tahun 

2021  tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan 

Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil 
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten 
dan Kota Pada Provinsi Riau; 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BELANJA 
UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN 

MERANTI TAHUN ANGGARAN 2021. 
 

Pasal I 
 
Merubah Lampiran II mengenai perjalanan dinas dalam daerah khusus pada tabel 

Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Dari Selatpanjang Ke Kecamatan dan Tabel 
Satuan Biaya Perjalan Dinas Dari Ibukota Kecamatan Ke Selatpanjang dan 
menambah contoh/format Surat pernyataan Biaya Transportasi dalam Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 
 

 
     Ditetapkan di Selatpanjang 

     pada tanggal 10 Maret 2021 

 
 BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 

 ttd 
 

MUHAMMAD ADIL 
 

    

 
 

 
Diundangkan di Selatpanjang 
pada tanggal 10 Maret 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 
 

ttd 
 

K A M S O L 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 16 


